
 

 

 

PERATURAN BUPATI BOGOR 

NOMOR 77 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH   

TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOGOR, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (6) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu membentuk 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 

dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2851); 

2. Undang-Undang… 

 

SALINAN 

 

BUPATI BOGOR 

PROVINSI JAWA BARAT 

 



-2- 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4250); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999  Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6736); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736); 

6. Undang-Undang… 
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004  tentang  Sistem  

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  

Pelayanan  Publik (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  

Tahun  2009  Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5038); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5494); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

 

12. Undang-Undang… 
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12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 43); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012  Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340);  

 

16. Peraturan... 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010           

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1677);  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

 

21. Peraturan... 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar  Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5272); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang  Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah 

dengan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   72   Tahun   2019  

 

tentang… 
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tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6206); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 

32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan   Barang/Jasa   Pemerintah   (Lembaran   Negara  

 

Republik... 
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Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12                 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden  

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 63); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1777); 

38. Peraturan… 

 



-9- 
 

 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di 

Bidang Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) di Bidang Pertambangan dan Energi 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 80); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bogor Tahun 2011 Nomor 13); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bogor Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Nomor 63); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bogor Tahun 2011 Nomor 28); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bogor  Tahun  2011  Nomor  29)  sebagaimana  telah  diubah  

 

dengan… 

 

 

 

 



-10- 
 

 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 29 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 8); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30);  

46. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Cileungsi (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bogor Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Nomor 65);  

47. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2013 

tentang  Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data 

Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 5); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2013 

tentang  Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga 

Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 

2013 Nomor 7); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2013 

tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten 

Bogor Pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Prayoga 

Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bogor Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 76); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang 

Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 

Nomor 3); 

 

51. Peraturan … 
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51. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah 

Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 1); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 

Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Nomor 88); 

53. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 

Tahun 2018 Nomor 1); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 4);  

55. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten  Bogor Tahun  

2020 Nomor 8); 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum 

Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 9);  

57. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bogor Tahun 2021 Nomor 5); 

 

58. Peraturan… 
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58. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 3); 

                      MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2021. 

Pasal 1  

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021, terdiri dari: 

a. Pendapatan   

 1. Pendapatan Asli 

Daerah 

Rp3.761.911.243.274,10 

 2. Pendapatan Transfer Rp4.729.476.665.520,00 

 3. Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang Sah 

Rp633.235.099.074,00 

  Jumlah Pendapatan Rp9.124.623.007.868,10 

b. Belanja   

 1. Belanja Operasi  

 a) Belanja Pegawai  Rp2.710.767.680.994,00 

 b) Belanja Barang dan 

Jasa 

 Rp2.458.289.647.048,00 

     c)  Belanja Hibah  Rp321.511.230.288,00 

 d) Belanja Bantuan 

Sosial 

 Rp31.135.000.000,00 

   Jumlah Belanja 

Operasi 

 Rp5.521.703.558.330,00 

 2. Belanja Modal   

     a) Belanja Tanah  Rp8.262.278.208,00 

 b) Belanja Peralatan 

dan Mesin 

 

 

 

 

 Rp468.161.585.532,00 

 

 

c) Belanja… 
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 c) Belanja Gedung dan 

Bangunan 

 Rp620.630.488.097,00 

 d) Belanja Jalan, 

Irigasi dan Jaringan 

Rp548.652.156.555,00 

 e) Belanja Aset Tetap 

Lainnya 

Rp55.547.944.879,00 

   Jumlah  Belanja  

Modal  

Rp1.701.254.453.271,00 

3. Belanja Tak Terduga Rp75.948.512.154,00 

 Jumlah Belanja Rp7.298.906.523.755,00 

c. Transfer    

1. Transfer Bagi Hasil 

Pendapatan ke Desa 

  

 a) Transfer Bagi Hasil 

Pajak 

Rp159.830.418.691,00 

 b) Transfer Bagi Hasil 

Retribusi 

Rp6.324.440.219,00 

2. Transfer Bantuan 

Keuangan 

  

 a) Transfer Bantuan 

Keuangan ke 

Pemerintah Daerah 

Lainnya 

Rp523.047.982.200,00 

 b) Transfer Bantuan 

Keuangan  ke  Desa 

Rp720.284.768.666,00 

 Jumlah Transfer Rp1.409.487.609.776,00 

d. Pembiayaan   

1. Penerimaan Pembiayaan  

 a) Sisa Lebih 

Perhitungan 

Anggaran Tahun 

Lalu 

Rp386.977.035.588,97 

 b) Pencairan Dana 

Cadangan 

Rp- 

 

 

c) Penerimaan… 
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 c) Penerimaan Piutang 

Daerah dari 

Pemerintah Daerah 

Lain 

 Rp- 

 Jumlah Penerimaan Rp386.977.035.588,97 

2. Pengeluaran Pembiayaan  

  Penyertaan Modal 

(Investasi) Pemerintah 

Daerah 

Rp- 

  Jumlah Pengeluaran Rp- 

  Pembiayaan Neto Rp386.977.035.588,97 

     

Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran Tahun Berkenaan 

Rp803.205.909.926,07 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan 

Realisasi Anggaran. 

                        Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

      Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar… 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor. 

 Ditetapkan di Cibinong 

   pada tanggal 1 November 2022 

     Plt. BUPATI BOGOR, 

 
ttd. 

 

IWAN SETIAWAN 

 

Diundangkan di Cibinong  

pada tanggal 1 November 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, 
 

ttd. 
 

BURHANUDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR 

TAHUN 2022 NOMOR 77 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR 

KEPALA BAGIAN 
PERUNDANG-UNDANGAN, 

 

 

HERISON 


